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PENERAPAN JKN BPJS KESEHATAN DALAM TIMBANGAN SYARIAH ISLAM Irwin Ananta, S.E, MM Komputerisasi Akuntansi AMIK Bina Sarana Informatika Email : [email protected] Abstrak –konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diundangkan pada 2004 dan kemudian mulai direalisasikan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diundangkan pada 2011. Hal itu merupakan salah satu program sistem jaminan sosial pemerintah Indonesia bagi masyarakat. Persoalan layanan kesehatan yang relatif mahal masih menjadi beban bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sediki demi sedikit mulai teratasi dengan hadirnya JKN oleh BPJS Kesehatan. Masyarakat memberikan dukungan atas kehadiran layanan program BPJS dan hal ini merupakan tonggak baru kebijakan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, yang mana peran negara semakin menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Di tengah sambutan hangat masyarakat terhadap program BPJS kesehatan kemudian timbulah polemik baru dengan munculnya keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum sesuai syariat (hukum Islam). Keputusan tersebut dibuat dengan menimbang perspektif ekonomi Islam dan fikih mu‟amalah yang merujuk pada fatwa Dewan Syari‟ah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur. MUI memperhatikan bahwa program layanan JKN termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara umum belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Kata Kunci: BPJS Kesehatan, BPJS Syariah, Jaminan Kesehatan nasional Abstract –The concept of National Health Insurance (JKN) became enacted starting 2004 and began to be realized through the establishment of BPJS which was promulgated in 2011. It is one of the social security system program the Indonesian government created for the people. The issue of relatively expensive health care which is still a burden for the majority of Indonesian people has started to be overcome little by little by the presence of JKN of Health BPJS. The public support the presence of BPJS program services and this is a new milestone for Indonesian people's welfare state policies, in which the role of the state has demonstrated its existence in the construction of public welfare. In the midst of a warm welcome to the public health program BPJS, a new polemic arose with the advent of Fatwa Commission to Indonesian Ulema Council (MUI)'s decision, which stated that the implementation of the Health Social Security Agency (BPJS) is not in accordance to Shari'a (Islamic law). The decision was made based on the perspective of Islamic economics and jurisprudence mu'amalah referring to the fatwa of National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and several other literature. MUI noticed that the JKN Service program including the transactional mode performed by the Health BPJS in general has not yet reflected the ideal concept of social security in Islam.
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Key words: Health BPJS, BPJS Sharia, National Health Insurance I. PENDAHULUAN Kesehatan merupakan nikmat dan anugrah dari yang Maha Kuasa yang harus dijaga, hidup sehat menjadi salah satu kebutuhan penting manusia dalam kehidupan ini. Perubahan kondisi iklim global, gaya hidup yang tidak sehat atau akibat kecelakaan diantara hal-hal yang menyebabkan manusia jatuh sakit. Ketika seseorang jatuh sakit terlebih penyakit yang telah mencapa tingkat serius, kronis, parah maupun komplikasi, saat itulah orang mulai membutuhkan pengobatan yang intensif. Realita di lapangan biaya pengobatan yang terdiri dari biaya dokter, biaya obat, biaya tindakan, biaya administratif rumah sakit maupun lainnya bisa sangat mahal. Terlebih pada penyakit yang membutuhkan penanganan khusus seperti bedah operasi, cuci darah dan lainnya yang tentu saja bisa membutuhkan biaya yang sangat besar dan berkelanjutan. Bahkan bisa dikatakan jika sampai tertimpa suatu penyakit tertentu yang dapat menghabiskan harta yang tidak sedikit yang mana orang miskin dan kalangan ekonomi menengah tak mampu lagi buat berobat dan tidak menutup kemungkinan orang kaya pun bisa jatuh miskin karena terkuras harta buat berobat. Mereka rela menjual harta rumah dan mobil untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa dari seseorang yang dikasihinya. Berhubung masalah kesehatan ini merupakan hal yang penting dan bisa menjadi mahal dari beban biaya yang harus dikeluarkan jika sampai seseorang itu sakit maka penanganan masalah ini menjadi perhatian besar dari negara. Bahkan sejak lama dijadikan acuan indikator kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara yang mampu memberikan jaminan kesehatan bagi warganya secara gratis. Swiss, Prancis, Italia, Qatar, Arab Saudi dan lain-lain diantara contoh negara makmur yang telah mampu menerapkan jaminan kesehatan nasional bagi warga negaranya. Sebagai pembanding sebagaimana data reportase Lestari dalam laman www.merdeka.com (2015) kita bisa melihat pada Arab Saudi yang mana disana jaminan kesehatan sudah digalang sudah sejak lama dari tahun 1996. Ratusan juta dolar atau sekurangnya 2,9 persen dari nilai total GDP (Gross Domestic Product) negara telah digelontorkan oleh kerajaan tersebut untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Sehingga semua lapisan masyarakat di Arab Saudi dapat menikmati layanan dan berbagai fasilitas kesehatan dengan gratis. Di Indonesia pun saat ini dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan regulasi lanjutannya yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 telah diatur suatu regulasi program jaminan kesehatan nasional yang di selenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS kesehatan di Indonesia diterapkan secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia dilakukan secara bertahap yang dimulai pada awal tahun 2014 dan kemudian diharapkan pada tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia sudah menjadi peserta BPJS kesehatan tersebut. Sejak awal pemberlakuan layanan BPJS kesehatan memang telah dirasakan memberikan kontribusi besar dalam membantu pendanaan biaya pengobatan masyarakat. Meski masih terdapat kekurangan disana-sini dalam penerapannya namun secara umum masyarakat menyambut gembira dengan keberdaan layanan BPJS kesehatan sebagai solusi jaminan kesehatan dikala sakit. Euphoria masyarakat dalam menerima layanan BPJS Kesehatan ini tiba-tiba dikejutkan oleh rumor bahwa BPJS kesehatan
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yang berlaku saat ini belum sesuai syariah. Rumor ini semakin santer semenjak masalah BPJS kesehatan ini mendapat sorotan MUI. BPJS kesehatan belum sesuai syariah merupakan salah satu hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia yang telah berlangsung di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Cikura, Tegal, Jawa Tengah. Permasalahan Pokok yang menjadi fokus pembahasan adalah penulis berupaya untuk menguraikan ulasan mengenai permasalahan substansi syariah dari layanan JKN-BPJS Kesehatan dengan menelusuri informasi yang berkembang dalam menindaklanjuti hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI bahwa BPJS kesehatan belum sesuai dengan konsep ideal syariah islam. Dalam konteks uraian ini penulis hanya membatasi pembahasan pada substansi yang sering menjadi akar masalahnya baik pada akad maupun modus transaksional BPJS kesehatan dari persepsi syariah. Penulis mencoba mengurai temuan-temuan pelanggaran syariah yang ada dalam sisitem JKN BPJS kesehatan. Segenap upaya pengumpulan argumentasi dan faktafakta penerapan BPJS kesehatan penulis lakukan dengan mengacu pada referensi dari sejumlah literatur fikih muamalat islam maupun aturan main yang mendasari regulasi BPJS kesehatan. Maka menjadi suatu ulasan pertanyaan yang membutuhkan jawaban mengenai sejauh mana terdapat dan tidaknya kesesuaian penerapan BPJS kesehatan dengan ketentuan syariah Islam. Tujuan penulisan di dalam ulasan tulisan ini, penulis berupaya merunut konsep sistem yang digunakan oleh BPJS kesehatan baik pada akad maupun modus transaksionalnya kemudian secara tepat dapat menemukan unsur-unsur yang dipermasalahkan. Penulis berupaya menemukan adanya benang merah yang bisa menunjukan dan membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap muamalah syariah dalam sistem BPJS kesehatan seperti terdapatnya unsur riba, unsur gharar, unsur maisir maupun hal lainnya seperti yang pernah mengganjal pada kehalalan konsep asuransai kesehatan konvensional yang terlebih dahulu sudah ada sebelumnya. II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Mengenal BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah Institusi atau lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai penyelenggara program jaminan sosial di Indonesia diantaranya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Berdasarkan ulasan informasi dalam laman web BPJS pada https://id.wikipedia.org/ (2015), regulasi JKN-BPJS kesehatan mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS merupakan badan hukum nirlaba, demikian termaktub dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mengacu pada undangundang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang telah ada di Indonesia. Penulis merinci batasan ulasan ini hanya pada JKN-BPJS Kesehatan. Institusi BPJS Kesehatan menggantikan peran lembaga asuransi jaminan kesehatan yang telah ada sebelumnya yakni PT Askes Indonesia. Proses transformasi PT Askes menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Sejak mulai awal tahun 2014 silam, PT Askes telah menjadi BPJS Kesehatan. Lembaga/institusi BPJS Kesehatan berkantor pusat di



Implementasi dan Kontribusi Ilmu Akuntansi, Manajemen, & Bisnis dalam Pembangunan Ketahanan Ekonomi Nasional



Jakarta dan bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS Kesehatan memiliki sejumlah kantor perwakilan di tingkat provinsi maupun kantor cabang di tingkat kabupaten kota. Diatur dalam regulasi BPJS sesuai pasal 14 UU BPJS dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sudah berdiam atau menetap di Indonesia selama sekurangnya enam bulan diwajibkan menjadi anggota BPJS kesehatan. Dalam regulasi BPJS kesehatan diwajibkan bagi setiap perusahaan untuk mendaftarkan setiap pekerjanya menjadi anggota BPJS kesehatan. Bagi orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan juga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Setiap peserta BPJS kesehatan akan dikenakan iuran yang besarnya telah ditentukan. Dispensasi iuran BPJS kesehatan diberikan bagi warga miskin, pembebanan iuran mereka ditanggung oleh pemerintah melalui program bantuan iuran. Selain pekerja formal diwajibkan pula bagi setiap pekerja informal untuk menjadi anggota BPJS kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan diri dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Jaminan kesehatan dimulai secara bertahap berawal dari januari 2014 silam dan pada tahun 2019 diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Dalam program JKN yang dijalankan BPJS kesehatan mengacu pada ulasan informasi humas BPJS kesehatan melalui laman web pada http://www.bpjs-kesehatan.go.id (2014) terdapat kategori pengenaan beban iuran terhadap peserta JKN BPJS kesehatan: 1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) a. Pengenaan 5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan 3% dibayar pemberi kerja dan 2% dibayar bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri. b. Pengenaan 4,5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 0,5% dibayar bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar. Namun per 1 juli 2015 silam komposisi menjadi 5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar bagi peserta pekerja penerima upan. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan. c. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 1). Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. 2). Sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 3). Sebesar Rp. 59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
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d. Pengenaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran dari batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan perincian sebagai berikut: 1.Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. 2. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. 2.2 Kaidah Muamalah Syariah Manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial, dari proses kehidupan sejarah manusia mulai dari pola hidup yang sangat sederhana hingga menjadi lebih kompleks seperti saat ini menuntut manusia menjadi lebih saling bergantung satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beragam cara yang digunakan manusia, mulai dari cara barter (tukar-menukar) barang kebutuhan yang telah dikenal menjadi habitat sejak peradaban kuno dahulu hingga kondisi saat ini yang mana sisitem jual beli menjadi lebih kompleks serta multidimensional. Keberagaman pelaku transaksi juga semakin majemuk rangkaiannya mulai dari adanya pihak penjual, pihak pembeli, pemberi sewa, penyewa, pemberi utang, pengutang, pemberi hadiah, penerima hadiah, sekretaris, saksi, makelar dan lainnya. Kegiatan perniagaan pun semakin beragam mulai dari transaksi tradisional sampai transaksi online, melalui transaksi tatap muka langsung secara berdekatan maupun lewat media prantara dan jarak berjauhan. Sarana dan media yang digunakan dalam transaksi pun semakin canggih. Kemajemukan transaksi muamalah semakin berkembang seiring tuntutan dan perkembangan zaman. Muamalah bagi seorang muslim diatur dalam syariat, seorang muslim selain harus memahami kode etik dalam perniagaan secara umum juga harus mengikuti ketentuan aturan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Ketika seorang muslim melakukan muamalah dengan pengetahuan yang kosong dari ajaran syariat Islam maka kondisi tersebut dapat menggelincirkannya dalam hal-hal yang dilarang syariat seperti riba, maisir, gharar dan kezaliman dalam muamalah lainnya. Kaidah dasar dalam muamalah sebagaimana dikemukakan oleh syamhudi dalam ulasannya melalui laman web pada www.ekonomisyariat.com (2010) : 1. Hukum asal dalam Muamalah Adalah Halal. Dari sejumlah dalil diantaranya Sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, “Semua yang Allah halalkan dalam al-Quran maka ia halal, yang diharamkan maka ia haram, dan yang didiamkan maka itu tidak ada
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hukumnya (boleh). Terimalah dari Allah kemudahan-Nya. (Allah berfirman), „Rabbmu tidak pernah lupa.‟ ” (Hr. ad-Daraquthni dalam Sunan-nya: 2/137/12; dinilai shahih oleh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah, no. 2256). Pengertian dalam kaidah ini bisa dipahami bahwa dalam secara umum semua akad yang terjadi antara dua pihak adalah halal dan dibolehkan baik untuk semua bentuk muamalah yang belum ada ataupun yang telah ada terdahulu, kecuali didapati terdapat dalil shahih yang dengan jelas melarangnya, sehingga keluar dari keumuman asalnya dan dihukumi dengan dalil yang memberi hukum lain(Haram). 2. Hukum Asal Dalam Syarat-Syarat yang Ditetapkan dalam Muamalah Adalah Halal. Dari sejumlah dalil diantaranya tertuang dalam Alquran, yang terjemahannya:“Wahai orangorang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Qs. al-Maidah: 1). Pengertian dalam kaidah ini bisa dipahami bahwa sesuai muatan dalil tersebut mengandung adanya perintah untuk menunaikan akad (transaksi), maka hal ini merupakan asal dan sifatnya, baik syarat tersebut merupakan tuntutan transaksi (akad), syarat untuk kemaslahatan akad (transaksi), menunjukan hukum asalnya adalah halal atau boleh untuk dipenuhi. 3. Hukum Asal Setiap Muamalah Adalah Adil dan Larangan Berbuat Zalim serta Memperhatikan Kemaslahatan Kedua Belah Pihak dan Menghilangkan Kemudharatan. Dari sejumlah dalil diantaranya tertuang dalam Alquran, yang terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia.” (Qs. an-Nisa`: 58). Pengertian dalam kaidah ini bisa dipahami bahwa bermuamalah dalam seluruh akad transaksi haruslah adil dan terlarang berbuat zalim, karena demikianlah yang diajarkan oleh syariat Islam. Di antara aplikasi larangan zalim dalam muamalah: a.Al-ghisy (penipuan). b.An-najasy (jebakan) semisal tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya agar pembeli. c.Jual-beli atas jual-beli saudaranya yang dilarang dalam sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. d.Tas‟ir (price-fixing), yaitu Intervensi otoritas dalam pengendalian dan pematokan harga (price-fixing). Hal ini dengan memaksa transaksi jual-beli dengan harga tertentu dan tidak boleh dilanggar. Pada asalnya, muamalah ini dilarang dengan kesepakatan ahli fikih yang berdasarkan diantaranya dari dalil dibawah ini: Dari sunnah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam terdapat hadits dari Anas bin Malik yang berbunyi, “Harga-harga barang mahal di zaman Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, lalu mereka berkata, „Wahai Rasulullah, patoklah harga untuk kami! Lalu beliau menjawab, „Sesungguhnya Allahlah pematok harga yang menyempitkan dan melapangkan serta Maha Pemberi Rezeki, dan sungguh aku berharap menjumpai Rabbku dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutkan dengan sebab kezaliman dalam darah dan harta.‟ “ (Hr. Abu Daud). Dalam hadits ini Nabi shallallahu „alaihi wa sallam tidak melakukan price-fixing karena berisi kezaliman. Demikianlah, hukum asal price-fixing adalah haram, namun para ulama mengecualikannya dalam beberapa keadaan diantaranya:
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1).Kebutuhan manusia terhadap barang tersebut. 2).Adanya ihtikaar (penimbunan) oleh produsen atau pedagang. 3). Penjualan terbatas milik sekelompok orang saja. 4. Larangan al-Gharar Memahami gharar, menurut An Najah melalui ulasannya dalam laman web pada www.ahmadzain.com (2013) “Gharar atau al-gharar secara bahasa berarti al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak jelasan).Secara istilah jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kwalitas, kwantitas, maupun keberadaannya. Dari sejumlah dalil diantaranya Sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: “ Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah ( dengan melempar batu ) dan jual beli gharar.” (HR Muslim). Hikmah larangan jual beli gharar untuk menjaga harta orang lain serta menghindari timbulnya perselisihan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan. Jual beli gharar yang dilarang: a.Gharar karena barangnya belum ada (al-ma'dum) contoh seperti menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta b.Gharar karena barangnya tidak bisa diserahterimakan ( al-ma‟juz „an taslimihi ) seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman. c.Gharar karena ketidakjelasan (al-jahalah) pada barang, harga dan akad jual belinya. Contoh jual beli al-hashah (dengan melempar batu) adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.” Berbeda dengan riba yang semuanya adalah haram baik itu banyak atau sedikit kadarnya, sedang pada gharar terdapat jual beli gharar yang diperbolehkan : a. Jika barang tersebut sebagai pelengkap, b. Jika ghararnya sedikit, c. Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh, d. Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Menurut An Najah dalam laman web www.ahmadzain.com (2013) Beberapa contoh gharar lain yang diperbolehkan : a. Menyewakan rumahnya selama sebulan. Ini dibolehkan walaupun satu bulan kadang 28, 29, 30 bahkan 31 hari. b. Membeli hewan yang sedang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, kalau lahir sempurna atau cacat. c. Masuk toilet dengan membayar Rp. 2000,- padahal tidak diketahui jumlah air yang digunakan. d. Naik kendaran angkutan umum atau busway dengan membayar sejumlah uang yang sama, padahal masing-masing penumpang tujuannya berbeda-beda. 5. Larangan Riba Riba diharamkan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma‟ para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu „anhu, bahwa ia
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menceritakan,“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja.” Menurut Syamhudi dalam laman web www.ekonomisyariat.com (2010), riba secara bahasa artinya “tambahan atau pertumbuhan”.dan makna secara istilah“ tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua transaktor tanpa ada imbalan tertentu.” Menurut Muhammad Arifin Badri dalam bukunya (2010:2) Riba ialah suatu “akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya”. Menurut Syamhudi dalam laman web www.ekonomisyariat.com (2010) Para ulama membagi riba mejadi dua, yaitu: a. Riba jahiliyah atau riba al-qard (utang), yaitu pertambahan dalam utang, sebagai imbalan tempo pembayaran (ta‟khir), baik disyaratkan ketika jatuh tempo pembayaran atau di awal tempo pembayaran. Menurut Qatadah dalam Syamhudi pada laman web www.ekonomisyariat.com (2010) menyatakan, “Sesungguhnya, bentuk riba di masa jahiliyah adalah sebagai berikut: Ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berutang itu tidak mampu membayarnya, ia menangguhkan pembayarannya dan menambah jumlahnya.” b. Riba jual-beli. Yaitu riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadhal. Komoditi riba fadhal yang disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan jewawut. Demikianlah menurut Syamhudi dalam laman web www.ekonomisyariat.com (2010) riba jual-beli ini terbagi dua, yaitu riba fadhl dan riba nasi`ah. 1). Riba Fadhl merupakan “Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan. ” Seperti: menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas, sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga, dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual-beli komoditi riba fadhl. Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-hadits Nabi, yaitu: emas, perak, kurma, asy-sya‟ir (gandum), al-burr (gandum merah), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan (cash) di majelis akad transaksi. 2). Riba Nasi`ah merupakan pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi–yang satu illat-nya pada riba fadhl atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual-beli komoditi riba fadhl. Kalau salah satu komoditi riba fadhl dijual dengan barang riba fadhl lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, diperbolehkan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. 6.Larangan Muamalah yang mengandung al-Maisir (Perjudian). Dari sejumlah dalil diantaranya tertuang dalam Alquran, yang terjemahannya:“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. al-Ma‟idah: 90). Al maisir menurut terminologi ulama dalam Syamhudi pada laman web www.ekonomisyariat.com (2010) ada beberapa ungkapan: “Yaitu, semua muamalah yang dilakukan manusia dalam
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keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Kalau begitu, al-maisir (perjudian) mencakup semua muamalah yang terjadi dengan ketidakjelasan apakah untung atau buntung. Sehingga, ketentuan dasar al-maisir (perjudian) adalah semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari al-gharar serta spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.” Dalam memperjelas pemahaman ini para ahli fikih dalam Syamhudi (2010) pada laman web www.ekonomisyariat.com menyatakan, “Syariat Islam tidak meniadakan dan mengharamkan semua jenis spekulasi. Bahkan, tidak ada muamalah maliyah tanpa ada unsur spekulasinya, sebab spekulasi bermacam-macam jenisnya. Spekulasi dalam perniagaan tidak diharamkan karena pembeli mendapatkan barang.“ Sedang spekulasi dalam bentuk perjudian terdapat ketidakjelasan, apakah ia untung atau buntung, bisa mendapatkan barang tersebut atau tidak sama sekali. III. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini secara kualitatif dengan bersifat deskriptif yang cendrung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penulisan sesuai dengan fakta di lapangan sedang literatur yang digunakan merujuk kepada perspektif ekonomi Islam dan fikih mu‟amalah, regulasi dan modus transaksional yang dilakukan BPJS Kesehatan serta wawancara dan observasi langsung. 1.Metode literatur Studi literatur dilakukan dengan telaah literatur perspektif ekonomi Islam dan fikih mu‟amalah, regulasi yang dilakukan BPJS Kesehatan. Selain itu melakukan penelusuran dan pengkajian sejumlah referensi materi dari sumber terpercaya yang berhubungan dengan kaidah muamalah syariah dan informasi mengenai BPJS Kesehatan. 2.Metode observasi Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berkompeten yang mengetahui penerapan praktek BPJS Kesehatan. 3.Metode Komparatif Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan fakta temuan penerapan praktek BPJS Kesehatan, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang melandasinya dan modus transaksional pada BPJS Kesehatan kemudian mencocokan dengan literatur fikih muamalah dalam syariah islam. IV. HASIL PEMBAHASAN Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya jaminan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam biaya pengobatan dan biaya rumah sakit yang relatif mahal. Bentuk serupa semacam JKN ini merupakan kelaziman layanan pada



Implementasi dan Kontribusi Ilmu Akuntansi, Manajemen, & Bisnis dalam Pembangunan Ketahanan Ekonomi Nasional



negara-negara yang taraf kemakmuran hidupnya relatif tinggi dengan tata kelola kekayaan negaranya optimal sehingga rakyat mendapatkan hak layanan gratis kesehatan dan berobat dengan dibiayai oleh negara. Sedikit perbedaan pada layanan JKN oleh BPJS kesehatan yang diterapkan pemerintah Indonesia dengan keterbatasan anggaran negara yang ada menyebabkan tidak semua kategori masyarakat bisa mendapatkan layanan ini secara gratis. Sebagaimana telah diterangkan dimuka terdapat kategori pengenaan beban iuran terhadap peserta JKN BPJS yakni terbagi atas penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan terdapat kategori bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (Non PBI) seperti karyawan pemerintah dan swata, wiraswasta, penerima upah dan lain semacamnya. Dengan adanya kategori berbayar dan gratis atas layanan ini menimbulkan persoalan baru terutama pada akad dan tata kelola penerapan transaksi BPJS Kesehatan yang berbayar. Timbul pertanyaan apakan penarikan iuran berbayar dalam BPJS kesehatan ini telah sesuai dengan syariah islam ataukah ada indikasi kesamaan iuran/premi BPJS kesehatan dengan asuransi kesehatan konvensional yang telah dinyatakan haram oleh para ulama. Maka suatu kewajaran jika ada opini sebagian masyarakat menganggap bahwa praktek layanan JKN-BPJS Kesehatan pun tidak ubahnya merupakan hal serupa bahkan bisa berdampak lebih besar lagi. Jika selama ini ikut bergabung dengan asuransi konvensional merupakan opsi pilihan namun dengan pemberlakuan BPJS Kesehatan ini kedepannya akan diwajibkan bagi setiap warga negara secara nasional. Bagi warga negara yang tidak mau bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan terancam akan ditutup berbagai hak layanan publiknya oleh negara. Polemik BPJS kesehatan ini akhirnya menjadi sorotan publik dan media ketika muncul hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia di pondok pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah. Para ulama dari MUI tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa praktek JKN-BPJS Kesehatan yang berjalan saat ini belum sesuai dengan syariah Islam. Maka dengan mempelajari, memahami dan menelaah unsur-unsur apa saja yang menyebabkan BPJS Kesehatan itu bermasalah secara syariah diharapkan mampu memperbaiki apa yang kurang dan menemukan solusi penyempurnanya agar sesuai dengan syariah. Pada regulasi BPJS Kesehatan jika ditinjau secara akad dengan mengacu pada Pasal 4 UU BPJS Nomor 24/2011 sebenarnya telah sejalan dengan prinsip syariah yang mengandung unsur Kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, dan pernyataan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Konsep BPJS kesehatan ini sesungguhnya menyerupai asuransi takaful yang akadnya hibah. Maka secara prinsip akad sesuai regulasinya sebenarnya BPJS kesehatan sudah sesuai dengan syariah. Hal ini bersesuaian dengan dalil Al Quran yang terjemahannya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al Maidah : 2). Maka secara regulasi mulai terjawab bahwa akad yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi kesehatan konvensional yang menggunakan akad jual-beli atas nilai polis (pertanggungan) guna mencari keuntungan. Dalam kasus akad nominal transaksi yang sama akan memiliki konsekwensi halal dan haram berbeda karena penggunaan akad yang berbeda sebagaimana laba pada jual beli dengan
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bunga pada riba. Pada jual beli polis asuransi kesehatan konvensional memiliki gharar yang besar karena faktor akadnya sedangkan gharar pada akad hibah itu kecil, BPJS kesehatan memakai akad hibah dan ketentuan syariah membolehkan gharar dalam akad hibah. Berikut ilustrasi contoh gharar yang masih terjadi pada program jaminan kesehatan dengan akad hibah, Tuan Ali yang baru satu bulan bergabung dan baru sekali membayar iuran/premi sebesar Rp 59.500 kemudian jatuh sakit dan mengklaim pembayaran pengobatan rumah sakit dengan biaya dari hasil hibah para peserta lain sebesar Rp 5000.000, orientasi akad ini sosial maka selisih nominal antara iuran dengan bantuan biaya hasil hibah tersebut tidak menjadi riba walau gharar masih mungkin terjadi seperti ada peserta yang sering sakit, ada peserta yang tidak pernah sakit, akad hibah ini tidak menjadi rusak selama tidak terjadi pemaksaan pemenuhan dana ke institusi penyelenggara jika dananya kurang atau habis, solusi bisa meminta kembali tambahan urunan dari hibah peserta dan hal ini sepatutnya masuk ke dalam akad di awal atau bisa juga melibatkan pihak ketiga yang sepatutnya tidak lepas tanggung jawab dari permasalahan sosial seperti ini misalkan pemerintah. Pada kasus BPJS kesehatan jika terjadi dana urunan hibahnya kurang maka pihak lain di luar institusi penyelenggara dalam hal ini pemerintah siap menutup kekurangan dana dengan anggaran negara. Dasar dalil bolehnya gharar dalam akad hibah mengacu. dari hadits nabi shallallahu „alaihi wa sallam: “Tidak satu dinarpun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah isteri-isteriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan (HR. Bukhori dan Muslim). Pada hadits tersebut dikatahui bahwa nilai nominal sedekah yang diberikan nabi shallallahu „alaihi wa sallam tidak jelas (termasuk gharar). Menurut penjelasan Erwandi tarmizi tentang hadits itu dalam bukunya (2013:213): “karena nafkah dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat nabi shallallahu „alaihi wa sallam berwasiat, mungkin naik harganya mungkin juga turun setelah nabi shallallahu „alaihi wa sallam wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Dengan demikian, maka gharar yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad”. BPJS Kesehatan merupakan institusi pengelola yang ditunjuk oleh negara. Dana operasional institusi BPJS pun telah ditetapkan setiap tahunnya. Kelebihan dana yang terkumpul dari masyarakat akan dikembalikan ke nagara guna kemaslahatan program JKN-BPJS kesehatan dan bila terjadi kekurangan dana akan ditutupi oleh negara. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa institusi BPJS Kesehatan sebagai pihak pengelola yang tidak mencampuri urusan laba rugi dari operasional sebagi institusi nirlaba yang layak disebut menjalankan akad hibah. Hal ini berbeda dengan perusahaan asuransi kesehatan konvensional yang berorientasi profit. Dalam prakteknya perusahaan asuransi memiliki hubungan langsung dua arah dengan nasabah/peserta dalam akad jual beli. Gharar yang terjadi besar, konsekwensinya akan terjadi salah satu pihak diuntungkan dan lainnya dirugikan karena selisih anatar nilai premi dan nilai polis akibat klaim pengobatan. Jika peserta tidak pernah sakit dan dana tak terpakai maka perusahaan asuransi akan untung, sebaliknya jika peserta selalu sakit-sakitan maka perusahaan asuransi akan banyak mengeluarkan biaya klaim pengobatan peserta yang nominalnya bisa berkali lipat dari premi yang disetor peserta.. Asuransi kesehatan konvensional di haramkan oleh para ulama karena mengandung riba fadhel (riba perniagaan
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karena adanya sesuatu yang berlebih) seperti baru jadi peserta bayar premi Rp 59.500 sebulan kemudian jatuh sakit dan di ganti klaim oleh perusahaan asuransi Rp 5000.000, riba nasi‟ah (riba karena penundaan), seperti pada contoh diatas setelah sebulan terdapat selisih lebih antara premi dengan biaya klaim yang ditanggung. Transaksi dengan spekulasi besar pada praktek asuransi konvensional ini juga menimbulkan maisir/qimar (judi) untung atau rugi pada salah satu diantara kedua belah pihak, juga terdapat gharar (ketidakjelasan) transaksi. Namun sangat disayangkan ternyata pada penerapan modus transaksi BPJS Kesehatan saat ini pun masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut bahkan bisa merusak akad hibah yang telah ditetapkan sebelumnya, Modus transaksi yang menjadi permasalahan syariah dalam BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Masih terdapatnya aturan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2 % dari angsuran yang telat dibayarkan sesuai ketentuan berlaku. Maka aturan denda ini menyeret dan merusak akad hibah yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan menjadi mengandung riba sebagaimana biasa terjadi pada zaman jahiliyah, dalam ulasan Tarmizi (2015) melalui laman web www.erwanditarmizi.com para pelaku muamalah riba biasa berujar “Beri aku masa tenggang niscaya akan aku tambah pembayaran utangku”. Jika aturan denda ini menjadi batu sandungan bagi terlaksananya akad syariah pada BPJS Kesehatan maka diharapkan pemerintah melakukan perbaikan sistem dalam menangani peserta yang tidak disiplin membayar premi dengan menggunakan solusi lain misalkan penghentian keanggotaan jika tidak membayar iuran/premi sejumlah waktu tertentu seperti selama 3 bulan untuk perusahaan atau 6 bulan untuk perorangan. Hal tersebut juga sudah dapat mendidik masyarakat menjadi lebih disiplin. 2. Pada sisitem pembayaran secara kapitasi dari BPJS kepada pihak rumah sakit, klinik kesehatan maupun tempat praktek dokter dengan cara mematok sejumlah nominal tertentu mengandung gharar yang sangat tinggi dan terbukanya unsur kezaliman pihak lain diantara satu dengan lainnya. Bilamana pasien peserta BPJS yang berobat jumlahnya membludak bisa dipastikan akan menimbulkan kerugian besar bagi pihak rumah sakit atau balai pengobatan tersebut atau bisa pula terjadi sebaliknya. Agar tidak ada salah satu pihak menjadi terdzalimi maka hendaklah ditunjuk pihak ke-3 yang adil dan independen dalam menentukan nilai kapitasi diantara pihak BPJS dan penyelenggara kesehatan. Dengan hadirnya pihak ke 3 yang adil dalam menentukan maka nilai kapitasi menjadi kecil dan gharar yang terjadi nisbahnya pun kecil maka gharar yang sedikit ini dibolehkan sebagaimana diterangkan sebelumnya. Jika hal tersebut dilakukan maka gharar yang terdapat pada pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem kapitasi menjadi kecil, dan gharar yang nisbahnya kecil dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan. 3. Pada sistem pengumpulan, pemutaran dan pengembangan dana BPJS Kesehatan yang terhimpun dari masyarakat masih menggunakan bank konvensional sebagai custodian yang umum berbisnis dengan berbagai produk-produk ribawi sebagai pengaman asset BPJS Kesehatan. Maka merupakan hal yang terlarang dalam syariat Islam melakukan tolongmenolong dalam pengembangan bisnis ribawi. Untuk solusi ini diharapkan pemerintah
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mencari bank-bank lain milik pemerintah yang tidak beroperasi dan menjajakan pada produk ribawi. 4. Dalam prakteknya jasa pelayanan kesehatan BPJS masih terdapat hal yang menyerupai bentuk asuransi konvensional yang mana jasa pelayanan dibedakan berdasarkan premi tersebut, bahkan terkadang sejumah rumah sakit pun masih mempersulit pasien pengguna BPJS kesehatan dalam berobat dan hal ini tidak sesuai tuntunan syariah Islam. Pemerintah melalui institusi BPJS harus berupaya memperbaiki sisitem layanan secara optimal baik yang berkaitan dengan peserta maupun penyelenggara kesehatan dan segenap pihak terkait sehingga lebih nyaman, lebih mudah dan lebih berkah bagi semua. Dengan masih adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi maka menurut pakar fikih muamalat Erwandi Tarmizi dalam ulasannya pada laman web www.erwanditarmizi.com (2015) hukum mengikuti BPJS secara syariah dikelompokkan sebagai berikut : 1. Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang dikhususkan untuk orang miskin ini diperbolehkan mengikuti BPJS Kesehatan karena tanpa iuran dan tidak mungkin timbul denda keterlambatan. 2. Non-PBI yang diperuntukkan bagi PNS/Polri/TNI, institusi dan perusahaan. Jika iuran tidak dipotong dari gaji maka tidak ada pula denda keterlambatan maka ini dibolehkan sebagai akad hibah perusahaan bagi karyawannya. Resiko dan tanggung jawab denda jika terjadi merupakan beban bagi perusahaan namun jika iuran dipotong dari gaji maka haram mengikuti BPJS Kesehatan yang dendanya menjadi tanggung jawab peserta. 3. Peserta iuran mandiri, iuran tidak dibayarkan oleh negara atau instansi, maka bagi kelompok peserta ini haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih terdapat aturan denda karena merupakan murni riba jahiliyyah. Dengan mengacu regulasi dari pemerintah yang mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS kesehatan dan ancaman hak-haknya sebagai warga negara tidak akan dipenuhi oleh Negara maka kondisi saat itu menjadi hal yang tidak dapat dielakan karena terpaksa seorang warga negara menjadi peserta BPJS. Namun karena akadnya masih mengandung gharar dan riba maka tidak halal bagi peserta yang mampu guna menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi premi/iuran yang ia bayar maka menurut Erwandi Tarmizi seorang pakar fikih muamalat dalam laman web www.erwanditarmizi.com (2015) menyatakan “Maka cara bertaubat dari dosa ini selain meminta ampunan Allah juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir-miskin”. Bagi peserta yang memang kondisinya tidak mampu dan penyakit yang dideritanya juga berat dan berbahaya maka dibolehkan memanfaatkan layanan kesehatan ini meski melebihi premi yang dibayar, pemanfaatan dana riba masih boleh disalurkan untuk memenuhi kebutuhan primer orang-orang fakir dan miskin. V. PENUTUP Demikianlah sekelumit pemaparan yang telah penulis uraikan seputar penerapan BPJS Kesehatan yang intinya masih meninggalkan persoalan yang harus diselesaikan oleh segenap pihak seperti pemerintah, MUI dan pihak penyelenggara kesehatan maupun pihak terkait
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